
GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2O1O

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BEWAR PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 112 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2007 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas-
Dinas Daerah provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk
organisasi dan Tata Kerja unit pelaksana Teknis Dinas Balai
Pengembangan Kegiatan Berajar provinsi Gorontaro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a' perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang
Pembentukan organisasi dan Tata Kerja unit pelaksana Teknis
Dinas Balai Pengembangan Kegiatan tselajar provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun Lg74 tentang pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lg74
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);
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3.

4.

5.

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara 1989 Nomor 6 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3390 );
undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan undang-Undang Nomor tz rahun 200g tentang
Perubahan undang-undang Nomor 32 rahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

undang-Undang Nomor 33 Tahun zoo4 tentang perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun z0o4 Nomor !26,
Tambahan Lembaran Negara Repubrrik Indonesia Nomor 443s);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 'rahun 

2005 tentang standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun 2005 tentang pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

7.

9.

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



Menetapkan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian

Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor g2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4740);

12. Peraturan Daerah provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2oo7
tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah provinsi

Gorontalo Nomor 5).

MEMUTUSIGN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PE|-qIGANA TEKNIS DINAS BAIAI
PENGEMBANGAN KEGIATAN BEWAR PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Otonom provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adarah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DpRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaKud dalam undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun tg4i.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
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6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selaniutnya disingkat uprD adalah
unit Pelaksana Teknis Dinas Balai pengembangan Kegiatan Belajar
Provinsi Gorontalo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas
Balai Pengembangan Kegiatan Belajar provinsi Gorontalo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN

FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3
unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis
operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas teknis dinas di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan non formal (prK.pNF) dan pendidikan non
formal sefta informal.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5
Dalam melaKaankan tugasnya, Unit pelaksana Teknis Dinas Balai
Pengembangan Kegiatan Belajar provinsi Gorontalo menyelenggarakan
fungsi :

a. perumusan program balai
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b. meneliti, menguji coba, mengkaji dan mengembangkan jenis - jenis
program, model pelaksanaan pembelajaran, sefta pelatihan dan
peningkatan keterampilan tenaga pendidik dan kependidikan
Pendidikan Non Formal.

c. penyusunan kurikulum pembelajaran dan pelatihan fungsional sefta
bimbingan teknis bagi renaga pendidik dan Kependidikan
Pendidikan Non Formal (pTK _ pNF)

d. monitoring, evaluasi, supervisi dan penilaian penyelenggaraan
program-program kegiatan, pengkajian dan analisis data lembaga
PelaKana dan atau satuan pendidikan Non Formar.

e' Pengembangan srana dan prasarana pendukung untuk
peningkatan kualitas proses pembelajaran Pendidikan Non Formal.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6
(1) Susunan organisasi unit Pelaksana Teknis Dinas Balai

Pengembangan Kegiatan Belajar Provinsi Gorontalo terdiri atas:
a. Kepala UpTD;

b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi pendidikan dan Latihan;
d. Jabatan Fungsional pamong Belajar.

(2) Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Teknis Dinas Balai
Pengembangan Kegiatan Belajar provinsi Gorontalo sebagaimana
tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala uprD bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas.
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(2) Kepala Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan uprD maupun instansi teknis
terkait lainnya.

Pasal 8
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala uprD menyelenggarakan
fungsi :

a. menyusun Program dan Kegiatan Balai;
b. pengawasan pelaksanaan program dan Kegiatan dilingkungan Balai;
c. pengendalian, evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan progam

dan kegiatan dilingkungan Balai;
d' melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat

maupun tingkat daerah.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9
sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan
teknis administrasi di lingkungan UpTD.

Pasal 10
Dalam melaksanakan tugasnya, sub Bagian Tata Usaha
menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
b. melaksanakan program dan kegiatan rutin;
c. mengelola administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan

perpustakaan balai;
d. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan serta

melaporkan aset daerah dan negara;
e. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan pada seKi

dilingkungan Barai pengembangan Kegiatan Berajar;
f. melaksanakan pendataan dan penyusunan evaluasi program

kegiatan seksi pada Barai pengembangan Kegiatan Belajar;
g. membuat laporan secara berkala.
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Bagian Ketiga
Seksi pendidikan dan Latihan

Pasal 11
seksi pendidikan dan Latihan mempunyai tugas merumuskan dan
mengkoordinasikan pefaksanaan program Diklat, pengembangan model
program PNF dan Diklat pNF serta Laboratorium percontohan
Kompetensi pendidik dan Tenaga Kependidikan pendidikan Nonformal
(PTK - PNF)

Pasal 12
Dalam melaksanakan tugasnya, seKi pendidikan dan Latihan
menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana program kerja seksi pendidikan dan latihan;
b. melaksanakan kegiatan program pNF dan diklat prK - pNF;
c. memberi petunjuk peraksanaan tugas kepada bawahan;
d' menyusunan Garis-garis Besar pemberajaran (GBpp) dan Kurikurum

sesuai dengan kebutuhan wilayah;
e. melaksanakan bimbingan teknis program pendidikan Non Formal

sesuai pedoman dan juknis yang berlaku;
f. menyiapkan bahan koordinasi program kegiatan baik pusat maupun

d i I i ngku nga n pemeri nta h provi nsi, Ka bu paten/Kota ;
g, melaksanakan monitoring dan evaluasi;
h. membuat laporan secara berkala.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pamong Belajar

Pasal 13
Kelompok Jabatan Fungsional pamong Belajar mempunyai tugas untuk
mendidik, mengajar dan melatih prK-pNF pada Balai pengembangan
Kegiatan Belajar.

Pasal 14
Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok jabatan fungsional pamong
Belajar menyelenggarakan fungsi :
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d.

a. menyusun rencana dan melaksanakan pengembangan model
pembelajaran PNF dan Diklat pTK-pNF;

b. menyusun bahan ajar dan kurikulum pNF sesuai kebutuhan
wilayah;

c. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan pengembangan
kurikulum;

memlilih dan menetapkan materi, metode, strategi dan alat bantu
belajar mengajar seda menentukan sumber-sumber belajar yang
mendukung proses dan hasil belajar;
menyusun program kegiatan belajar mengajar;
menyusun instrumen dan pedoman penilaian hasil belajar;
Menyelenggarakan keg iatan belajar rnengaja r;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang berhubungan dengan
angka kredit bagi jabatan fungsional;
melaksanakan monitoring dan evaluasi;
membuat laporan secara berkala.

e.
f.

9.

h .

i .

j .

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 13
(1) Kepala uprD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul sekretaris Daerah
Provinsi sesuai peraturan perundang_undangan.

(2) Pejabat-pejabat tainnya di lingkungan uprD diangkat dan
diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

VII

PEMBIAYMN

Pasal 14
segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan peraturan Gubernur ini
dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah provinsi
Goronta lo berdasarka n peratu ra n peru nda ng- u nda ngan.
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Gubernur ini murai berraku pada tanggar ditetapkan.
Agar setiap orang
Peraturan Gubernur
Provinsi Gorontalo.

mengetahuinya memerintahkan
ini dengan penempatannya dalam

pengundangan

Berita Daerah

2010

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal lE Jr.nnri 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTAL

NrP. 195408101971041001
BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2O1O NOMOR 13

Ditetapkan di Gorontalo

tanggal lE Jnrnreri
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I.AMPIMN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GoRoNTALo
NOMOR : 13 TAHUN 2009

TANGGAL : lE Jennrl 2Ot*
TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN

ORGANISASI DAN TATA KER'A UNIT PELAI(SANA TEKNIS
DINAS BAI.AI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAIAR
PROVINSI GORONTALO
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